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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana 
Bagi Hasil (DBH), terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi 
Jawa Tengah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Jenis data yang dipakai 
adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD pada tahun 
2016-2018, data diperoleh melalui website resmi Direktorat Jendral Perimbangan 
Keuangan (DJPK). Metode pengambilan data menggunakan teknik purposive 
sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap 
Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK), tidak berpengaruh 
terhadap Belanja Modal 
  
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 
Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Modal 
 
ABSTRACT 
This study aims to analyze the effect of Regional Original Income 
(PAD), General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), Profit 
Sharing Funds (DBH), on Capital Expenditures in Districts / Cities in Central Java 
Province. The sample used in this study were 35 districts / cities in Central Java 
Province. The type of data used is secondary data sourced from the 2016-2018 
APBD Realization Report, data is obtained through the official website of the 
Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The data collection method used 
purposive sampling technique. The results showed that local revenue (PAD), 
general allocation funds (DAU), revenue sharing funds (DBH) had an effect on 
capital expenditures. Meanwhile, the Special Allocation Fund (DAK) has no 
effect on capital expenditure. 
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Sumber pembiayaan Pemerintah daerah dalam rangka perimbangan 
keuangan Pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar 
desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan. Dalam UU No 23 Tahun 
2014 diamanatkan suatu kewenangan otonomi bahwa agar daerah 
melaksanakan pembangunan dalam segala bidang terutama untuk 
pembangunan sarana dan prasarana publik. Dalam Undang – Undang No 23 
Tahun 2014 Pasal 285 menyatakan bahwa yang menjadi sumber – sumber 
pendanaan untuk pembangunan daerah (capital investment) antara lain 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang diterima oleh 
daerah – daerah dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan terdiri dari Dana 
Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus 
(DAK). Selain itu terdapat sumber lain yang berkaitan dengan penerimaan 
daerah yaitu melalui Belanja Modal. Belanja Modal merupakan belanja 
yang menambah aset tetap.  
Berdasarkan Undang – Undang No 23 Tahun 2014, salah satu sumber 
pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari 
hasil pajak daerah , hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah. Kemudian sumber 
pendanaan yang lain yaitu Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi 
Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus 
(DAK). Dana Bagi Hasil ( DBH) menurut UU No 23 Tahun 2014 adalah 
dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan 
kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan 
tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah. 
Selain itu dana transfer yang lain yaitu Dana Alokasi Khusus yang 
disebut dengan DAK menurut UU No 23 Tahun 2014 adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang ditujukan kepada daerah tertentu 
untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan 




disebut dengan DAU dalam UU No 23 Tahun 2014 adalah sumber dana 
yang didapat dari APBN yang dialokasikan ditujukan untuk pemerataan 
kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 
Penelitian mengenai PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja 
Modal sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu diantaranya: Made 
Ari Juniawan dan Ni Putu Santi (2018), Arbie Gugus Wandira (2013), Irfan 
Ferdiansyah (2018), Luh Putu Rani (2014). Berdasarkan uraian latar 
belakang diatas maka penulis melakukan penelitian ini dengan judul 
“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2018)’’. 
 
2. METODE 
Populasi penelitian adalah semua Kabupaten/Kota di provinsi Jawa 
Tengah. Teknik yang digunakan untuk pengambilan ini dengan purposive 
sampling. Purposive sampling dilakukan dengan pengambilan sampel 
berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria sampel yang digunakan adalah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang secara rutin melaporkan 
APBD tahun 2016-2018 dan mempublikasikan PAD, DAU, DAK, DBH dan 
Belanja Modal. Data penelitian ini berupa sekunder yaitu Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), 
Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Modal yang terdapat pada Laporan 
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota/ kabupaten di 
Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari situs Departemen Keuangan 
Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (www.djpk.depkeu.go.id) 
 
2.1 Variabel Dependen 
2.1.1 Belanja Modal 
Alokasi Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk 




lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Peraturan Pemerintah No 
71 Tahun 2010 diukur dengan rumus berikut : 
Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + 
Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + 
Belanja Aset Tetap Lainnya + Belanja Aset Lainnya 
2.2 Variabel Dependen 
2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Pendapatan Asli Daerah adalah suatu penerimaan yang 
diperoleh dari sumber – sumber dalam wilayahnya yang terdiri dari 
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan, dan lain-lain. Dalam PP No 71 Tahun 2010 rumus 
PAD adalah : 
PAD = Pendapatan Pajak Daerah + Pendapatan Retribusi Daerah + 
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan + 
Lain – Lain PAD yang sah 
2.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 
DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-
Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 
Desentralisasi. Menurut LPEM Universitas Indonesia, DAU dihitung 
dengan rumus : 
DAU = Alokasi Dasar (Gaji PNS daerah) + Celah Fiskal (Kebutuhan 
Fiskal-Kapasitas Fiskal) 
2.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 
DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus 
yang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN yang 
merupakan urusan Daerah dan sesuai prioritas nasional. 
Kemampuan Keuangan Daerah = Penerimaan Umum APBD ((PAD + 





2.2.4 Dana Bagi Hasil (DBH) 
DBH merupakan dana yang berasal dari APBN yang 
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), rumus 
DBH adalah berikut : 
DBH = Bagi Hasil Pajak – Bukan Pajak 
2.2.5 Belanja Modal 
Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk 
menambah inventaris aset yang memiliki manfaat lebih dari satu 
periode akuntansi. Rumus Belanja Modal (Gani dan Kristanto, 2013) 
sebagai berikut:  
Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + 
Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Barang, Irigasi, dan jaringan 
+ Belanja Aset Tetap lainnya. 
2.3 Metode Analisis Data 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linier berganda (multiple regression analysis) dengan nilai 
signifikansi sebesar 5%. Model regresi dalam penelitian ini sebagai 
berikut : 
Model untuk Variabel Dependen Belanja Modal  
BM = α + β1PAD + β2DAU + β3DAK + β4DBH  + e 
Keterangan: 
BM  = Belanja Modal 
α    = Konstanta  
β1PAD = Pendapatan Asli Daerah 
β2DAU = Dana Alokasi Umum 
β3DAK = Dana Alokasi Khusus 
β4DBH = Dana Bagi Hasil  





3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil Analisis Data 
3.1.1 Hasil Analisis Deskriptif  
 
Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif 
 N Minimum Maximum Mean Std. Dev. 
PAD 105 171.277.522.706 1.621.274.103.250 368.526.081.046,4642 251.117.108.578,78894 
DAU 105 440.041.244.000 1.398.539.653.000 961.952.394.793,4570 245.086.776.464,65186 
DAK 105 56.452.309.000 483.813.446.054 275.011.400.497,3715 108.203.684.731,55588 
DBH 105 0 246.044.588.085 51.259.172.801,1714 53.079.206.048,42270 
BM 105 113.622.507.976 1.275.359.088.966 408.129.342.288,4450 188.200.800.616,26260 
 
PAD menunjukkan minimum Rp 171.277.522.706, maximum Rp 
1.621.274.103.250, mean Rp 368.526.081.046,4642, standar deviasi Rp 
251.117.108.578,78894. DAU menunjukkan Minimum Rp 440.041.244.000, 
maximum Rp 1.398.539.653.000, mean Rp 961.952.394.793,4570, standar 
deviasi Rp 245.086.776.464,65186. DAK menunjukkan minimum Rp 
56.452.309.000, maximum Rp 483.813.446.054, mean Rp 
275.011.400.497,3715, dan standar deviasi Rp 108.203.684.731,55588 
DBH menunjukkan minimum Rp 0, maximum Rp 246.044.588.085, 
mean Rp 51.259.172.801,1714, dan standar deviasi Rp 53.079.206.048,42270. 
BM menunjukkan minimum Rp 113.622.507.976, maximum Rp 











3.1.2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier 
Variabel B T Sig. 
(Constanta) -2.442E+10 -0.599 0.551 
PAD 0.429 8.110 0.000 
DAU 0.182 2.503 0.014 
DAK 0.157 1.032 0.305 
DBH 1.102 4.260 0.000 
 
BM = -2.442E+10 + .429PAD + .182DAU + .157DAK + 1.102DBH + e 
Dari persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini 
dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0.429 artinya setiap 
peningkatan PAD sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Belanja 
Modal sebesar 0.439 dengan asumsi variable independen lain nilainya 
tetap. 
2. Koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0.182 artinya setiap 
peningkatan DAU sebesar 1  satuan, maka akan meningkatkan Belanja 
Modal sebesar 0.182 dengan asumsi variabel independen yang lainnya 
tetap. 
3. Koefisien Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0.157 artinya setiap 
peningkatan DAK sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Belanja 
Modal sebesar 0.157 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. 
4. Koefisien Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 1.102 artinya setiap 
peningkatan DBH sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Belanja 
Modal sebesar 1.102 dengan asumsi variable independen lainnya tetap. 
3.1.3 Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 
Tabel 3. Hasil Adjusted R Square 





PAD, DAU, DAK, DBH secara bersama – sama memiliki 
sumbangan pengaruh terhadap Belanja Modal sebesar 0.721 atau 
sebesar 72,1% dan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. 
3.1.4 Uji F 




Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai F-hitung  lebih besar  
dibandingkan F-tabel yaitu 68.136 > 2.46 dan nilai signifikansi lebih 
kecil dibandingkan level of significant yang digunakan dalam penelitian 
sekarang yaitu 0.010 < 0.05. Artinya bahwa secara simultan variabel 
independen yang terdiri dari PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh 
terhadap Belanja Modal. 
3.1.5 Uji t (Parsial) 
Dengan nilai df sebesar 1010 dan signifikansi 0,05 ,maka nilai t 
tabel adalah 1,96231. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat 
diinterpretasikan sebagai berikut : 
1. Variabel PAD secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal. 
Berdasarkan  nilai t-hitung  sebesar 8,110 dan nilai signifikansi 
0,000. Hal ini menunjukkan bahwa t-hitung  lebih besar dari t-tabel 
(8,110 > 1,96231) dengan nilai signifikansi (0,00 < 0,05). Dengan 
ini menunjukkan pula bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.  
2. Variabel DAU secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal. 
Berdasarkan nilai t-hitung  sebesar 2,503 dan nilai signifikansi 
0,014. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung  lebih besar dari t-
tabel (2,503 > 1,96231) dengan nilai signifikansi (0,014 < 0,05). 
Dengan ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) 




3. Variabel DAK secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal. 
Karena nilai t-hitung  sebesar 1,032 dan nilai signifikansi sebesar 
0,305. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung  lebih besar dari t-
tabel (1,032 > 1,96231) dengan nilai signifikansi (0,305 > 0,05). 
Dengan ini menunjukkan bahwa  Dana Alokasi Khusus (DAK) 
tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. 
4. Variabel DBH secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal. 
Karena nilai t-hitung  sebesar 4,260 dan nilai signifikansi 0,000. 
Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung  lebih besar dari t-tabel 
(4,260 > 1,962315) dengan nilai signifikansi (0,00 < 0,05). Dengan 
ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh 
positif signifikan terhadap Belanja Modal. 
3.2  Pembahasan Hasil Penelitian  
3.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal  
Hipotesis pertama dari penelitian ini adalah H1: Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan nilai 
signifikansi (0,00 < 0,05). Dengan ini dapat disimpulkan bahwa 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap 
Belanja Modal, maka artinya H1 diterima. Hasil analisis dari penelitian 
ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dan mendukung penelitian 
Irfan Ferdiansyah (2018) dan Made Ari (2018) yang menyatakan bahwa 
terdapat hubungan signifikan positif terhadap Belanja Modal. Dengan ini 
dapat diartikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
maka alokasi dan pengeluaran Pemerintah atas Belanja Modal akan 
semakin tinggi pula.  
3.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal 
Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah H2: Dana Bagi Hasil 
berpengaruh terhadap Belanja Modal (0,014 < 0,05). Dengan ini 




signifikan terhadap Belanja Moda, maka H2 diterima. Hasil analisis 
penelitian ini sesuai dengan yang diajukan dan mendukung penelitian 
dari Luh Putu Rani (2014) dan Susi Susanti (2016) yang menyatakan 
terdapat pengaruh signifikan positif antara Dana Alokasi Umum (DAU) 
terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 
Dana Alokasi Umum (DAU) maka pengeluaran daerah atas Belanja 
Modal akan semakin tinggi. 
3.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal 
Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah H3: 
Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal 
dengan nilai signifikansi (0,305 > 0,05). Dengan ini menunjukkan bahwa 
Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap Belanja Modal, maka H3 ditolak. Hasil analisis penelitian ini 
sesuai dengan yang diajukan dan mendukung penelitian Muhammad 
Syukri (2019) dan Andri Tolu (2016) yang menyatakan tidak terdapat 
pengaruh signifikan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap 
Belanja Modal. 
3.2.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal 
Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah H4: 
Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan 
nilai signifikansi (0,00 < 0,05). Dengan ini menunjukkan bahwa Dana 
Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja 
Modal. Hasil analisis penelitian ini sesuai dengan yang diajukan dan 
mendukung penelitian yang dilakukan oleh Susi Susanti (2016) dan 
Yolanda (2014) bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara Dana 
Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa 
semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) maka pengeluaran daerah 





4. PENUTUP  
4.1 Kesimpulan 
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap Belanja 
Modal, hasil penelitian ini dapat dijelaskan oleh besaran signifikansi 
PAD sebesar 0,00 < 0,05 maka H1 diterima.  
b. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal, 
hasil penelitian ini dapat dijelaskan oleh besaran signifikansi DBH 
sebesar 0,00 < 0,05 maka H2 diterima. 
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh terhadap Belanja 
Modal, hasil penelitian ini dapat dijelaskan oleh besaran nilai signifikan 
DAK sebesar 0,00 < 0,05 maka H3 diterima.  
d. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh terhadap Belanja 
Modal, hasil penelitian ini dapat dijelaskan oleh besaran nilai signifikan 
DAU sebesar 0,00 < 0,05 maka H4 diterima.  
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